5.1

BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan PKPA di PT. Konimex

Pharmaceutical Laboratories pada 13 April — 6 Juni 2026, dapat

disimpulkan bahwa:

7.

5.2

PT. Konimex telah menerapkan prinsip CPOB dan cGMP
secara menyeluruh pada seluruh tahapan produksi, yang
mencakup sistem mutu, personalia, fasilitas, peralatan,
proses produksi, penyimpanan dan distribusi, pengawasan
mutu, dokumentasi, alih daya, serta kualifikasi dan validasi.
Perusahaan telah mengimplementasikan berbagai sistem
manajemen mutu dan standar seperti ISO 9001:2015, ISO
22000:2018, ISO 13485:2016, pedoman ICH Q8, Q9, Q10,
serta berbagai regulasi terkait sebagai bentuk kepatuhan
terhadap standar yang berlaku.

Pelaksanaan PKPA di PT. Konimex memberikan
pemahaman mengenai proses industri farmasi, implementasi
CPOB secara langsung di lapangan, serta peran apoteker
sekaligus mendukung peningkatan kerja sama tim dan

pengembangan kompetensi diri secara berkelanjutan.

Saran

Penempatan mahasiswa pada setiap divisi dapat dilakukan

secara rotasi agar memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh

melalui pengalaman langsung di tiap bagian kerja. Peninjauan

lapangan juga sebaiknya dijadwalkan pada waktu yang lebih optimal
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agar seluruh area dapat teramati secara lengkap dan proses

pembelajaran berlangsung lebih efektif.
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